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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi sangat diperlukan di berbagai
aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adanya
partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud
nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi merupakan salah satu
unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik tidak
akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi
masyarakat dapat digambarkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
kebijakan pemerintah dengan melaksanakan kehidupannya sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur. Partisipasi ini merupakan salah satu faktor penting
demi terciptanya good governance dalam suatu negara.

Sebagai seorang warga negara, setiap individu terikat oleh peraturan dan
harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki hak dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dimana pun orang tersebut
tinggal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat
sangat penting, karena baik dalam hal perumusan maupun pelaksanaan dan
pengawasan berbagai kebijakan pemerintah. Mardikanto (2013, him. 82)
mengemukakan pendapatnya tentang pengertian partisipasi masyarakat, bahwa :

Suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara sukarela, baik karena
alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan
yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemanfaatan hasil kegiatan
yang dicapai.
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Partisipasi masyarakat dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik sangat
dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Partisipasi mayarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan
kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan
suatu kebijakan publik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan
masyarakat. Melalui partisipasi yang diberikan, berarti masyarakat menyadari
bahwa pelaksanaan kebijakan bukanlah sekedar peraturan yang dibuat oleh
lembaga legislatif , tetapi menuntut keterlibatan masyarakat agar apa yang menjadi
tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki
sikap partisipasi terhadap berbagai kebijakan publik yang telah dibuat pemerintah.
Kurangnya partisipasi tersebut menyebabkan terhambatnya ketercapaian tujuan
pemerintah, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat juga timbul karena kurang
adanya upaya penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan untuk menumbuhkan
kemampuan untuk berpartisipasi kepada masyarakat sehingga masyarakat
mengetahui manfaat akan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan terhadap
kehidupannya. Permasalahan partisipasi masyarakat di Indonesia masih banyak
terjadi. Salah satu masalah yang masih bahkan sedang diupayakan oleh pemerintah
adalah permasalahan tentang tingkat partisipasi pedagang kaki lima atau sering kita
sebut dengan PKL dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah agar PKL ini berjualan
sesuai dengan aturan sehingga tidak menganggu K3 atau kebersihan, keindahan,
dan ketertiban suatu daerah.

PKL muncul karena kurangnya kesempatan Kkerja dan kurangnya
keterampilan dan pendidikan seseorang sehingga mata pencaharian yang bisa
dijalani untuk mencari nafkah adalah dengan berjualan. PKL yang pada dasarnya
berjualan di tempat umum dan selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain
untuk mencari peluang adanya pembeli, dari suatu tempat ramai ke tempat ramai
lain. Jadi, intinya ketika ada tempat ramai maka disana terdapat PKL dan pada
akhirnta mengakibatkan banyak permasalahan. Pedagang kaki lima menjadi sebuah
permasalahan ketika kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan berdagang
sehingga mereka biasanya menempati ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan

jalan, kawasan tepi sungai, di atas drainase) yang mengakibatkan ruang publik



tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Dampak yang ditimbulkan dari
keberadaan PKL yang tidak taat peraturan ini misalnya menciptakan kawasan
kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi estetika kota.
Permasalahan PKL ini semakin besar dan semakin sulit teratasi akibat arus migrasi
yang tidak pernah berhenti.

Tidak dapat dihindari, akhir-akhir ini pedagang kaki lima menjadi sebuah
masalah penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Disatu sisi, pemerintah
pun telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima dengan
melakukan relokasi, penertiban, bahkan membentuk peraturan khusus untuk
mengatur pedagang kaki lima. Seperti halnya di Kota Bandung, Pemerintah Kota
Bandung telah melakukan berbagai tindakan untuk mengantisipasi masalah
pedagang kaki lima. Kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah daerah.
Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bandung sebagai landasan hukum dalam
melakukan tindakan penertiban lainnya adalah dengan mengeluarkan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Penertiban
Pedagang Kaki Lima. Perlu diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima di Kota
Bandung mencapai 20.326 pedagang kaki lima yang tersebar di 30 kecamatan. Dari
hasil pengamatan sebelumnya, keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bandung
banyak ditemui di pinggir jalan, di depan pasar atau komplek pertokoan, bahkan di
taman kota (ruang terbuka hijau).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan
Penertiban Pedagang Kaki Lima yang disusun dan dibentuk oleh pemerintah ini
bertujuan agar menjadi pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah dalam
menertibkan, menata dan membina para pedagang kaki lima agar memiliki
kesadaran hukum serta memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah ketertiban dan
keindahan di Kota Bandung. Dengan dibentuknya peraturan ini, diharapkan
permasalahan pedagang kaki lima dapat berkurang bahkan dapat diselesaikan
sesuai dengan rencana dan juga dengan tindakan langsung dari pemerintah sebagai
aparat penegak hukum. Arah kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4
Tahun 2011 bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan
kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Bandung. Selain itu, keberhasilan
dalam penataan PKL di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi tingkat



kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli
daerah bagi pemerintah.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, khususnya kesadaran
pedagang kaki lima dalam berpartisipasi memengaruhi terhadap pelaksanaan
peraturan daerah ini. Semakin tinggi kesadaran masyarakat melaksanakan peraturan
daerah maka semakin tinggi tingkat harapan pencapaian tujuan pemerintah. Apabila
kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah, maka peraturan atau
kebijakan yang telah dibuat akan sia-sia dan tak bermanfaat. Setiap peraturan
daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan
dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu dibina dan ditingkatkan untuk
membentuk good governance agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa
berpartisipasi merupakan salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab sebagai
seorang warga negara. Menurut Wuryan dan Syaiful (2008, him. 31) bahwa:

Dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, yang
mengharuskan setiap individu tersebut untuk berusaha, bekerja keras sesuai
dengan kapasitas yang dimilikinya demi tercapainya tujuan yang diharapkan.
Sebagai warga negara, individu dituntut untuk dapat berpartisipai atau terlibat
dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bangsa dan negaranya.

Pentingnya rasa tanggung jawab seorang warga negara adalah sebagai suatu
perwujudan kesadaran akan kewajibannya dan menunjukkan karakter yang baik.
Sikap tanggung jawab itu diperlukan dan amat penting bagi seorang warga negara,
karena merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara.
Dalam posisinya, sebagai warga negara harus sanggup memainkan peranan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara (Wuryan dan Syaifullah, 2008,
him.108).

Sebagai warga negara yang diperintah hendaknya harus tunduk pada aturan
yang telah dibentuk oleh pemerintah. Tanggung jawab warga negara ini merupakan
salah satu bagian penting yang harus dimiliki oleh warga negara dalam menjalankan
kehidupannya sesuai dengan aturan atau kebijakan dari pemerintah. Berbagai upaya
dilakukan pemerintah untuk membina dan mewujudkan tanggung jawab warga
negara. Selain melalui pembelajaran di sekolah dengan adanya Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn), tanggung jawab warga negara dapat dibina dan



diwujudkan melalui peran pemerintah dengan melaksanakan berbagai kebijakan
yang mengatur perilaku masyarakatnya.

Pemerintah mengharapkan adanya kesadaran berpartisipasi dan tanggung
jawab pedagang kaki lima dalam menaati peraturan pemerintah serta tetap menjaga
lingkungan sehingga tidak merusak tata kota dan tetap menghargai hak orang lain
dalam menikmati fasilitas umum maupun ruang terbuka. Dengan adanya peraturan
daerah ini, diharapkan pedagang kaki lima mampu bersikap responsif dan patuh
dalam melakukan kegiatan berdagangnya. Walaupun fakta yang terjadi di lapangan
menunjukkan pedagang kaki lima tetap berjualan di kawasan tujuh titik zona merah
dan tetap belum berkomitmen dalam menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan
dan kenyamanan kota. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah selain
membentuk kebijakan dalam menegakkan Perda No.4 Tahun 2011 pun diikuti
dengan langkah tegas lainnya dengan melakukkan razia atau operasi gabungan,
relokasi, sosialisasi dan penetapan denda. Namun tetap saja masih banyak sekali
pedagang kaki lima yang kurang memiliki rasa patuh, sadar akan kewajibannya,
dan hal lain yang mengakibatkan masih jauh untuk menjadi warga negara yang
memiliki sikap tanggung jawab warga negara.

Maka dari itu masih perlunya optimalisasi dari pemerintah Kota Bandung
dalam menegakkan Perda No.4 Tahun 2011 sehingga dapat membina sikap
tanggung jawab warga negara khususnya menyelesaikan permasalahan pedagang
kaki lima ini dapat terselesaikan. Kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi
penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar
mereka lebih rapih dan teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan
karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka
bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan tanggung
jawabnya dalam memelihara ketertiban.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu di
kawasan tujuh titik zona merah. Penulis memilih objek penelitian di tempat tersebut
karena di daerah tersebut penulis dapat memperoleh data yang valid. Indikator
untuk mengetahui sikap tanggung jawab warga negara dari seorang warga negara
adalah dapat dilihat dari sikap yang ditunjukan warga negara tersebut, seperti:



a. Bertanggungjawab secara moral, misalnya merasa malu (shame culture) dan
merasa bersalah (guilt culture) yang diikuti dengan selalu bersedia meminta
maaf, melakukan kebaikan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

b. Bertanggungjawab secara hukum, misalnya bersedia dikenai sanksi hukum
yang berlaku apabila telah terbukti melanggar peraturan;

c. Bertanggungjawab dalam konteks lingkungan, misalnya yang dilakukan tidak
berakibat merusak lingkungan alam sekitarnya, misalnya: polusi, pencemaran

lingkungan dan sebagainya.

Masalah pedagang kaki lima yang semakin rumit ini tentu saja harus
mendapat penanganan dan perhatian yang serius. Dari latar belakang yang telah
diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang
pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2011 dalam membina tanggung jawab pedagang
kaki lima di Kota Bandung apakah memberi pengaruh dalam perubahan atau tidak.
Atas dasar hal tersebut maka judul dari penelitian yang penulis ajukan adalah
“Partisipasi Warga Negara dalam Melaksanakan Peraturan Daerah sebagai
Upaya Membina Tanggung Jawab Warga Negara (Studi Kasus dalam Pelaksanaan
Perda Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung) .

B. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, penulis akan membatasi masalah

penelitian dengan beberapa rumusan masalah pokok, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman dan sikap pedagang kaki lima di Kota Bandung
dengan adanya pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 20117

2. Apasaja faktor pendorong dan penghambat perilaku tanggung jawab pedagang
kaki lima di Kota Bandung dengan diterapkannya Perda Kota Bandung Nomor
4 Tahun 20117

3. Bagaimana upaya pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perda Kota
Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam membina tanggung jawab pedagang kaki
lima?

4. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda
Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam membina tanggung jawab
pedagang kaki lima di Kota Bandung.



C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui peningkatan sikap tanggung jawab pedagang kaki lima di Kota

Bandung dengan adanya penegakkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.

Terutama terkait dengan sikap partisipasi masyarakat dan tanggung jawab

pedagang kaki lima untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan wilayah Kota

Bandung, dengan tidak merusak keindahan Kota Bandung dengan berjualan di bahu

jalan atau trotoar, membuang sampah sembarangan, bahkan menimbulkan

kemacetan serta untuk megetahui tingkat kesadaran dan ketaatan hukum para
pedagang kaki lima.

2. Tujuan Khusus

a. Mengkaji dan menganalisis pemahaman dan sikap pedagang kaki lima di Kota
Bandung dengan adanya pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun
2011.

b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat perilaku
tanggung jawab pedagang kaki lima di Kota Bandung dengan diterapkannya
Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.

c. Mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda
Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam membina tanggung jawab
pedagang kaki lima.

d. Mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam
pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dalam membina

tanggung jawab pedagang kaki lima di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat peneliti rangkum ke dalam 4 bagian
yaitu :
1. Manfaat dari Segi Teoretis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap evaluasi kebijakan publik Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, dapat

memperkaya konsep teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan



tentang kebijakan publik dan kewarganegaraan juga memberikan pengetahuan

mengenai pentingnya rasa tanggung jawab warga negara.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukan permasalahan yang muncul
dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan

Pembinaan PKL. Pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sesuatu yang penting dalam

perwujudan tujuan dan cita-cita masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat

khususnya PKL yang belum menaati dan memiliki sikap tanggung jawab sebagai
bentuk partisipasinya sebagai warga negara dalam melaksanakan peraturan daerah.

Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana efektifitas

pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2011, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk

berupaya lebih giat dan lebih baik lagi dalam menciptakan Kota Bandung yang
tertib dan bersih melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
peraturan daerah.

3. Manfaat dari Segi Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi
pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang menyangkut tanggung jawab
warga negara PKL dengan ditegakkannya Perda Nomor 4 Tahun 2011, seperti:

a. Bagi pemerintah, dapat membantu mengetahui efektifitas pelaksanaan
kebijakan yang telah dibuat serta bagaimana respon masyarakat dan
mengetahui tingkat tanggung jawab masyarakat Bandung.

b. Bagi pedagang kaki lima diharapkan lebih meningkatkan tanggung jawab
warga negara agar Kota Bandung menjadi kota yang tertib, bersih dan indah
sehingga memberi kenyamanan dan ketentraman kepada seluruh masyarakat.

c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang upaya pemerintah
dalam pembinaan tanggung jawab pedagang kaki lima dengan penegakkan
Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dan dapat memberikan masukan
bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta turut serta dalam
menegakkan segala kebijakan pemerintah.

4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan memberi pengalaman dan wawasan mahasiswa

mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kota Bandung, serta bagi seluruh elemen



masyarakat agar bisa lebih taat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap

pelaksanaan peraturan daerah. Penelitian ini pun diharapkan dapat mendorong

pelaksanaan suatu kebijakan, masyarakat dan pemerintah daerah agar bersama-

sama melaksanakan kebijakan publik dengan baik agar tercapainya tujuan yang

diharapkan.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penelitian ini berisi rincian urutan penulisan dari

setiap bab dan bagian bab, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.

BAB | Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian,
rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur
organisasi skripsi.

BAB Il Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung
penelitian.

BAB Ill Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi
penelitian, teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian yang digunakan
dalam penelitian yang penulis teliti.

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis data
yang didapatkan tentang partisipasi warga negara dalam melaksanakan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sebagai upaya membina tanggung
jawab warga negara yang dikhususkan pada pedagang kaki lima.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis
berusaha memberikan kesimpulan, implikasi dan saran sebagai penutup dari
hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam

skripsi.



